INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

OPD RSUD dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO
KONSEKUENSI
KONTEN BATAS WAKTU .
NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN Apabila dibuka Manfaat Apabila
Ditutup

441 Pembinaan dan pelayanan Kesehatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN Menghambat

. Jaminan 2009 TENTANG RUMAH SAKIT Sampai dengan kebijakan karena Mendorong

PERATURAN MENTERI i ifi i

Kesehatan KESEHATAN REPUBLIK d1ver1f%kas1 oleh aparatur | adanya keberhasilan

. pemeriksa/pengawasan/ | pengungkapan yang .

(Klaim) INDONESIA NOMOR auditor mendahului sebelum pelaksanaan kegiatan
269/MENKES/PER/III/2008 di audit /evaluasi
TENTANG REKAM MEDIS Pasal 10
dan pasal 11

442 Obat-obatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN Menghambat
2009 TENTANG RUMAH SAKIT Sampai dengan kebijakan karena Mendoron

5 Obat-obatan | PERATURAN MENTERI diverifikasi oleh aparatur | adanya keberhasilzc:; n
(Administrasi) KESEHATAN REPUBLIK pemeriksa/pengawasan/ | pengungkapan yang

INDONESIA NOMOR Nomor 72
Tahun 2016 Tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit

auditor

mendahului sebelum
di audit/evaluasi

pelaksanaan kegiatan




KONSEKUENSI

KONTEN BATAS WAKTU )
NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN |  Apabila dibuka Manfaat Apabila
Ditutup
445 RSU, RSJ, RS Khusus
1.Undang-Undang Republik Indonesia Menjaga
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dapat Mengungkap lnformaSI/RahaSIa
Kedokteran informasi /Rahasia I
Pelayanan . pribadi yang menurut pribadi y ang.menurut
3 4 Tidak Terbatas . Peraturan lainnya
Medis 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Peraturan lainnya dirahasiakan
Indonesia Nomor dirahasiakan dan/atau dan/atau tidak boleh
269/Menkes/Per/lii/2008 Tentang tidak boleh diungkap diuncka
Rekam Medis Pasal 10 Dan Pasal 11 grap
1. Undang-Undang Republik Indonesia .
Kedokteran informasi /Rahasia B
ribadi yang menurut pribadi yang menurut
4 Hasil MCU Tidak Terbatas | P Peraturan lainnya

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
269/Menkes/Per/lii/2008 Tentang
Rekam Medis

Peraturan lainnya
dirahasiakan dan/atau
tidak boleh diungkap

dirahasiakan
dan/atau tidak boleh
diungkap




KONSEKUENSI

KONTEN BATAS WAKTU .
NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN |  Apabila dibuka Manfaat Apabila
Ditutup
1. Undang-Undang Republik Indonesia Menjaga
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dapat Mengungkap informasi/Rahasia
Kedokteran informasi /Rahasia pribadi yang
. . pribadi yang menurut | menurut Peraturan
S Rekam Medik 2.PIer§1turap I\I/I\Ienteri Kesehatan Republik Tidak Terbatas Peraturgn lginnya lainnya
ndonesia Nomor . . . .
h k h k
269 / Menkes/Per,/Tii /2008 Tentang d.1ra asia an.dan/ atau | dirahasia an
. tidak boleh diungkap dan/atau tidak
Rekam Medis .
boleh diungkap
1. Undang-Undang Republik Indonesia Menjaga
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dapat Mengungkap informasi/Rahasia
. . Kedokteran informasi /Rahasia pribadi yang
Radiologi . )
6 (Hasil . . Tidak Terbatas pribadi yang menurut | menurut Peraturan
Pemeriksaan) 2.Peraturap Menteri Kesehatan Republik Peraturan lainnya lainnya
Indonesia Nomor . dirahasiakan dan/atau | dirahasiakan
269/Menkes/Per/lii/2008 Tentang . . .
. tidak boleh diungkap dan/atau tidak
Rekam Medis .
boleh diungkap
1. Undang-Undang Republik Indonesia Menjaga
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dapat Mengungkap informasi/Rahasia
Kedokteran informasi /Rahasia pribadi yang
” Rehabilitasi . . Tidak Terbatas pribadi yang menurut | menurut Peraturan
Medis 2.Peraturap Menteri Kesehatan Republik Peraturan lainnya lainnya
Indonesia Nomor dirahasiakan dan/atau | dirahasiakan

269/Menkes/Per/lii/2008 Tentang
Rekam Medis

tidak boleh diungkap

dan/atau tidak
boleh diungkap




KONSEKUENSI

KONTEN BATAS WAKTU ]
NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN |  Apabila dibuka Manfaat Apabila
Ditutup
1. Undang-Undang Republik Indonesia Menjaga
Laboratorium Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dapat Mengungkap informasi/Rahasia
Klinik Kedokteran informasi /Rahasia pribadi yang
- . ribadi yang menurut | menurut Peraturan
8 iiz)ggrgnli 2.PIer§1turap I\I/I\Ienteri Kesehatan Republik Tidak Terbatas Pp’eraturgn lginnya lainnya
) ndonesia Nomor . . . .
Forensik 269 / Menkes/Per,/Tii /2008 Tentang d.1raha31akan.dan /atau dlraha31ake}n
Rekam Medis tidak boleh diungkap dan/atau tidak
boleh diungkap
1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran
2. Undang-Undang Republik Indonesia Mendorong
Kasus Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah . Dapat Menghambat keberhasilan
9 Hukum Sakit Tidak Terbatas | proses penegakan claksanaan
Rumah Sakit hukum peta
kegiatan

3.Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
269/Menkes/Per/lii/2008 Tentang
Rekam Medis




KONSEKUENSI

KONTEN BATAS WAKTU )
NO | INFORMASI DASAR HUKUM PENGECUALIAN |  Apabila dibuka Manfaat Apabila
Ditutup
1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Menghambat

SPI (Satuan Kedokteran kebijakan karena Mendorong
10 Pengawas 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tidak Terbatas ;gzlgl};?lepri:{lag}iﬁ%;apan 1;2}3;;2:2;1:2

Internal) 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman sebelum di kegiatan

Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah 123

audit/evaluasi




